
76 
 

BAB V 
PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

5.1.1      Hakikat Hubungan Hukum antara Virtual YouTuber dengan 
Agensinya di Indonesia 

Perjanjian kerjasama antara agensi dengan Vtuber sebagai seorang swa-pekerja 

merupakan perjanjian sui generis. Ini berarti perjanjian antara agensi dan Vtuber 

memiliki karakteristik-karakteristik dari berbagai perjanjian. Dalam konteks perjanjian 

sui generis agensi dengan Vtuber, perjanjian ini memiliki karakteristik-karakteristik 

perjanjian kerja, perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, dan perjanjian 

principal-agent. Pertama, perjanjian sui generis ini memiliki karakteristik-karakteristik 

perjanjian kerja, di mana perjanjian kerjasama ini mengandung klausul pekerjaan 

tertentu serta upah dalam bentuk honorarium, namun tidak memiliki unsur perintah 

yang rinci mengenai proses yang Vtuber wajib untuk patuhi serta jalankan selama 

melakukan pekerjaannya. Kedua, terdapat karakteristik perjanjian untuk melakukan 

jasa-jasa tertentu dalam perjanjian sui generis ini, di mana agensi meminta Vtuber 

untuk membuat konten dengan membayar Vtuber honorarium berdasarkan pembagian 

keuntungan dan Vtuber bebas membuat konten sesuai dengan proses yang ia pilih. 

Terakhir, perjanjian sui generis antara agensi dengan Vtuber memiliki karakteristik 

perjanjian principal-agent, yang mana Vtuber sebagai principal memberikan kuasa 

kepada agensi sebagai agent untuk melakukan pemasaran selagi ia masih beraktivitas 

sebagai Vtuber. Namun, Vtuber sebagai principal memiliki ketergantungan kepada 

agensi sebagai agent kepada kemampuan agensi untuk membuat serta menyediakan 

aset aktivitas Vtuber-nya, seperti avatar Live2D. Tanpa aset seperti ini, seorang Vtuber 

tidak dapat beraktivitas dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Melihat berbagai 

karakteristik yang terdapat dalam perjanjian antara agensi dan Vtuber, dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian tersebut tergolong ke dalam perjanjian sui generis atau 

perjanjian campuran menurut Pasal 1601c KUHPerdata, yaitu perjanjian yang 

mengandung berbagai unsur dari perjanjian lain. 
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5.1.2      Perlindungan Hak Bekerja dan Hak Bekerja Secara Layak bagi 
Virtual YouTuber di Indonesia 

Karena perjanjian agensi dengan Vtuber merupakan perjanjian sui generis, Pasal 

1061c KUHPerdata berlaku terhadap perjanjian tersebut. Pasal ini menyebutkan bahwa 

jika terjadi percampuran karakteristik dari perjanjian-perjanjian lain dengan perjanjian 

kerja, maka seharusnya peraturan-peraturan ketenagakerjaan juga berlaku baginya 

untuk melindungi pekerja. Walaupun tidak memenuhi semua karakteristik perjanjian 

kerja, Pasal 1601c KUHPerdata tetap dapat berlaku bagi agensi dan Vtuber sehingga 

menyebabkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia untuk berlaku bagi mereka. Namun, 

hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan dikarenakan penegakkan hukum 

ketenagakerjaan akan sulit dilakukan. Mengingat bahwa hubungan Vtuber dengan 

agensinya merupakan hubungan perorangan dan lumrahnya masing-masing agensi 

bekerjasama dengan Vtuber dalam jumlah yang tidak terlalu banyak disamping bersifat 

perseorangan. Hubungan Vtuber dengan agensinya ini akan menyulitkan Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi kepatuhan hukum dari para agensi.  

Dengan adanya kemungkinan besar bagi agensi untuk menuliskan klausul-

klausul yang merugikan para Vtuber dalam perjanjian sui generis-nya, seperti klausul 

anti persaingan yang melarang seorang Vtuber untuk bekerja kembali sebagai Vtuber 

lain, baik independen maupun bersama agensi lain, untuk jangka waktu yang tertentu, 

sehingga Vtuber tidak bisa bekerja kembali selama jangka waktu tersebtu, ataupun 

ambang batas minimum pembuatan konten yang pasti namun berlebihan sehingga 

dapat membahayakan kesehatan mental dan/atau fisik seorang Vtuber, terdapat suatu 

urgensi untuk melindungi hak-hak para Vutber untuk bekerja dan dipekerjakan dengan 

layak, memastikan keselamatan mereka, perlakuan yang adil, dan akses kepada 

perlindungan sosial serta hukum melalui suatu peraturan yang Indonesia tetapkan. 

Terdapat urgensi untuk menerapkan kebijakan yang mengakui Vtuber sebagai pekerja 

secara khusus dan menetapkan perlindungan terhadap perjanjian sui generis yang 

berpotensi eksploitatif merupakan langkah penting untuk mendukung kesejahteraan 

dan pertumbuhan profesional Vtuber di Indonesia. 



78 
 

5.2    Saran 

5.2.1    Bagi Pemerintah Indonesia 

Dengan mengetahui status perlindungan hukum terhadap para Vtuber sebagai 

content creator dalam agensi yang saat ini berlaku, bagaimana seharusnya Indonesia 

meregulasi dan menjamin perlindungan hak untuk bekerja dan bekerja secara layak 

bagi mereka? Salah satu pilihan yang menurut penulis dapat dilakukan adalah membuat 

kebijakan khusus mengenai content creator, Vtuber, dan agensi yang hendak 

memasuki perjanjian sui generis bersama mereka. Walaupun memang sulit dalam 

praktis untuk ditegakkan, Indonesia dapat membuat kebijakan khusus yang mengatur 

mengenai kewajiban bagi para agensi untuk membentuk perjanjian yang menjamin 

dilaksanakannya ketujuh karakteristik agensi, yaitu bertindak sebagai agen resmi atas 

nama talent, memiliki jaringan hubungan yang luas berkaitan dengan aspek karir talent, 

memberikan bimbingan karir dan sarang kepada talent, menangani aspek keuangan 

dari karir talent, menetapkan representasi eksklusif, memperoleh komisi atau biaya 

berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh talent sewajarnya, dan memiliki ilmu 

serta pengertian yang mendalam mengenai industri talent mereka. Antara ketujuh 

karakteristik agensi tersebut, yang paling penting untuk diatur secara jelas dan adil 

dalam perjanjian sui generis tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tindakan agensi sebagai agen resmi yang melakukan kegiatan, dengan 

contoh pemasaran, mencarikan sponsorship atas nama Vtuber yang mereka 

kelola secara profesional. Asas profesionalisme tersebut dianggap terbukti 

telah dilanggar, bila agen resmi melakukan kegiatan yang berakibat pada 

hal-hal yang merugikan Vtuber, seperti tercemarnya nama baik atau 

menyebabkan berkurangnya pendapatan secara signifikan. Tindakan seperti 

tidak berkomunikasi dengan Vtuber terlebih dahulu sebelum menerima 

sponsor, melakukan favoritism dan tidak mengurus semua talent secara adil, 

dan melakukan ancaman-ancaman tidak berbasis dapat dikenakan sanksi, 

jika tindakan tersebut dapat dibuktikan. Hal ini menjaga serta menjamin hak 

untuk mendapatkan keselamatan dan etika saat bekerja bagi para Vtuber. 
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Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah dapat mewajibkan agensi untuk 

menjamin perlakuan profesionalisme dan perlakukan adil terhadap para 

Vtuber yang bekerjasama dengan mereka melalui pembubuhan klausul yang 

menyatakan hal tersebut. 

2. Memberikan bimbingan karir secara khusus dan terencana. Dikarenakan 

dalam perjanjian agensi Vtuber dinyatakan bahwa salah satu tujuan sang 

Vtuber untuk masuk ke dalam agensi adalah untuk mengembangkan 

keterampilannya, tentu lebih baik untuk dapat menjamin agensi membantu 

mereka mencapai hal tersebut. Hal ini menjaga serta menjamin 

pengembangan keterampilan dan pelatihan sang Vtuber selama ia bekerja 

dengan agensi. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah dapat membuat 

kebijakan yang mewajibkan agensi untuk membubuhkan klausul yang 

menyatakan bahwa mereka akan memberikan pelatihan serta bimbingan 

karir secara khusus dan terencana selama waktu tertentu, seperti yang telah 

dicantumkan dalam Pasal 9 sampai 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

3. Hak untuk memperoleh pendapatan tetap, cuti berbayar, keamanan 

pekerjaan, dan jaminan sosial. Hak-hak tersebut sulit untuk diatur dan 

diwajibkan kepada agensi Vtuber karena sifat pekerjaan Vtuber sebagai 

seorang content creator yang mendatangkan penghasilan tidak tetap serta 

sangat fluktuatif. Di samping itu, pendapatan utama agensi Vtuber berasal 

dari penghasilan Vtuber sendiri, sehingga agensi Vtuber tidak memiliki 

sumber daya untuk menjamin hal tersebut. Namun, sebuah agensi dapat 

setidaknya menyediakan jaminan sosial kesehatan sehingga setidaknya saat 

Vtuber mengalami sakit atau kecelakaan yang mengharuskannya 

mendapatkan perawatan kesehatan. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah 

dapat mewajibkan agensi untuk menetapkan besaran pembagian hasil yang 

menurutnya wajar dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 
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Kebijakan ini dapat berbentuk penetapan besaran bagi hasil minimum 

(BHM) khalayak upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan oleh 

pemerintah juga. Lalu, pemerintah dapat mewajibkan agensi untuk 

membubuhkan klausul pemberian jaminan sosial dalam perjanjian sui 

generis-nya, seperti kewajban untuk menyediakan dan membayar BPJS 

Kesehatan terhadap Vtuber selama mereka bekerja di bawah nama agensi. 

Disamping pembuatan kebijakan khusus mengenai perlakukan professional, 

pemberian bimbingan karir secara khusus serta terencana, dan pemberian pendapatan 

yang wajar disamping pemberian jaminan sosial, pemerintah juga dapat membuat 

kebijakan khusus yang menyatakan bahwa agensi wajib mendaftarkan diri ke dalam 

pangakalan data agensi di Indonesia agar Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat 

mengawasi kepatuhan hukum para agensi dengan relative lebih mudah. Dengan 

demikian, diharapkan bahwa Vtuber akan lebih terjaga dari perjanjian sui generis 

agensi yang mengeksploitasi mereka melalui kebijakan khusus terhadap perjanjian 

tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah. 

5.2.2    Bagi Virtual YouTuber 

Mengetahui bahwa perlindungan hukum bagi Vtuber terletak dalam klausul-

klausul perjanjiannya dengan agensi, pengetahuan mengenai hak-hak yang dimiliki 

seorang Vtuber saat bekerjasama dengan agensi menjadi sangat penting untuk menilai 

apakah suatu perjanjian sui generis merupakan perjanjian yang patut untuk disepakati 

bersama agensi. Vtuber perlu mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk: 

1. Mendapatkan keselamatan dan diperlakukan secara etis pada saat bekerja; 

2. Mendapatkan pendapatan yang layak dan dapat menghidupi serta 

mendukung kehidupan dan pekerjaannya dalam bentuk pembagian hasil 

yang wajar; 

3. Bekerja selama kurun waktu yang wajar; 
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4. Mendapatkan jaminan pekerjaan dalam bentuk klausul yang menjanjikan 

perjanjian tersebut tidak akan diputuskan secara sepihak, serta perlindungan 

sosial; 

5. Dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan secara aman dengan agensi 

dan Vtuber-Vtuber lain; dan 

6. Mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. 

Dengan mengetahui keenam hak tersebut, diharapkan bahwa Vtuber dapat 

membaca sebuah perjanjian dengan teliti dan menilai apakah klausul-klausul yang 

terdapat dalam perjanjian yang ditawarkan oleh agensi sudah memenuhi serta 

melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh Vtuber sebelum memutuskan untuk 

menjalin kerjasama dengan mereka. 

5.2.3    Bagi Agensi 

Dalam merancang perjanjian sui generis dengan Vtuber, sebuah agensi perlu 

memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh seorang Vtuber dan membubuhkan klausul-

klausul yang menjamin hak-hak tersebut. Dalam arti lain, perjanjian yang dibuat oleh 

sebuah agensi harus dapat memuat klausul yang: 

1. Menjamin keselamatan Vtuber dan perlakuan yang etis oleh agensi selama 

Vtuber bekerjasama dengan mereka; 

2. Menjamin Vtuber mendapatkan pendapatan yang layak dan dapat 

menghidupi serta mendukung kehidupan dan pekerjaannya dengan cara 

menyediakan pembagian hasil yang wajar; 

3. Menjamin Vtuber dapat bekerja selama kurun waktu yang wajar; 

4. Menjamin perjanjian kerjasamanya dengan Vtuber tidak akan diputuskan 

secara sepihak, serta memberikan perlindungan sosial; 

5. Menjamin Vtuber dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan secara aman 

dengan agensi dan Vtuber-Vtuber lain yang sedang dan/atau akan 

bekerjasama dengan agensi; dan 
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6. Menjamin adanya program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan 

pekerjaan para Vtuber. 

Dengan menjamin keenam hak tersebut, diharapkan bahwa agensi dapat 

menyediakan pekerjaan yang layak bagi Vtuber disamping dapat bekerjasama dengan 

mereka untuk mencari keuntungan bersama. 
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